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a.

bahwa terdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak Hiburan adalah merupakan jenis Pajak
Daerah Tingkat 11 ;

bahwa datam rangka pemungutan Pajak Hiburan di
Kotamadya Daerah Tingkat 1I1 Surabaya, perlu
mengatur ketentuan tentang Pajak Hiburan
ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat . dan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1865 :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1874 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3037) ;

Undang~-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak ;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1397 HWomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3885) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ({Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691) :

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan
Permerintah nomor 64 Tahun 1398 :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1893 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah ;



9. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahah Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daeran ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun
1997 tentang Kriteria Wajib Pajak vyang Wajib
menyelenggarakan Pembukaan dan Tata Cara
Pembukuan ;

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kotmadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Tlingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 14 Tahun 1885 tentang Susunan
Organisasi dah Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini yang dimaksud
dengan

a. bserah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

b. Pemerintah [Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
PDaerah Tingkat II Surabaya ;

c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat I1 Surabaya ;

d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

e. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas
tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
peraturan Perundang-undangan yang beriaku ;

f. Wajib Pajak, adalah Orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan hiburan yang bertindak
atas nama sendiri atau pihak lain ;
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Badan, adaiah suatu bentuk usaha yang meliputi
pDerseroan terbatas, perseroan komanditer,
persercan lainnva, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persaikutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi atau organisasi vang sejenis, Tlembaga,
daha pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan uszaha lainnva ;

Hiburan, adalah semua jienis pertunjukan,
permainan dan atau keramaian dengan nama dan
bentuk apapun yang dapat ditonton atau dinikmati
oten setiap orang dan atau masyarakat dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan
fasilitas untuk olah raga ;
Tempat Hiburan, adalah persil atau bagian persil
baik terbuka maupun tertutup vang dipergunakan
untuk menyelenggarakan hiburan ;

Penonton atau pengunjung, adalah setiap orang
yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat
dan atau mendengar atau menikmatinya atau
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh
penyelenggara hiburan ;

Tanda Masuk, adalah semua tanda yang sah untuk
memasuki tempat hiburan dan atau menikmati
hiburan ;

Harga Tanda Masuk, yang dapat disingkat HTM,
adalah besarnya nilai uang yang melekat pada
setiap tanda masuk, baik tertera atau tidak pada
tanda masuk tersebut ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang
dapat disingkat 8PTPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Pajak vang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat
38PD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat
disingkat SKPD, adalah surat keputusan vyang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang, jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah vyang masih harus
dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar
Tambahan, vyang dapat disingkat SKPDKBT, adalah
surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang ditetapkan ;



Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nthil, yang
dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan
vang menentukan jumiah pajak yang terutang sama
besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

(1)

(2)

(1)

(23

Pasal 2

Setiap penvyelenggaraan hiburan di Daerah
dipungut pajak dengan nama pajak hiburan.

Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan.

Pasal 3

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menonton dan atau menikmati hiburan ;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
vang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran

atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan
atau menikmati hiburan.

(1)

Pasal &

Tarip pajak untuk setiap jenis hiburan
ditetapkan sebagai berikut

a. Pertuniukan Film
Bioskop A Il Utama dikenakan Pajak 20 % dari
HTM

Bioskop A II dikenakan Pajak 17,5 % dari HTM
Bioskop A I dikenakan Pajak 17,5 % dari HTM
Bioskop B 11 dikenakan Pajak 15 % dari HTM
Bioskop B I dikenakan Pajak 15 % dari HTM
Bioskop C dikenakan Pajak 12,5 % dari HTM
Bioskop D dikenakan Pajak 10 % dari HTM
Bioskop Keliling dikenakan Pajak 5% dari HTM



b, Semua jenis Hiburan yang diselenggarakan di
Hotel, Rumah Makan, Bar dan sejenisnyva
dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen) dari
HTM ;

c. Diskotek dikenakan pajak 30% {tiga puluh
persen) dari HTM ;

d. Klab Malam dikenakan Pajak 30% {tiga puluh
persen} dari HTM |

e. Mandi Uap dikenakan pajak 25% (dua puluh
Tima perssn) dari HTM ;

f. Pertandingan Olahraga dan sejenhisnya
dikenakan pajak 15% {(1ima belas persen) dari
HTM

g. Pameran seni budaya, pameran busana, kontes
kKecantikan, pertunjukan atauy pagelaran
musik/tari dan pertunjukan atau pagelaran
hiburan lainnya dikenakan pajak 10% (sepuluh
persen) dari HTM :

h. Kesenian yang bersifat tradisional yang
perlu dilindungi dan dilestarikan karena
mengandung nilai-nilai tradisi yang 1luhur
dan kesenian yang bersifat kreatif yang

bersumber dari kasenian tradisional,
dipungut pajak 10% (sepuluh persen) dari
HTM.

i. Hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk
ditetapkan sebagai berikut

1. Perzewaan Video Cassete, Laser
Disc, Compac Disc, Video Compac Disk dan
sejenisnya dikenakan pajak 15% (1ima
belas persen} dari pembayaran ;

[AS]

Karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh
persen) dari pembavaran

3. Panti Pijat dikenakan pajak 25% {(dua puluh
lima persen) dari pembayaran;

4. Permainan Anak dan atau permainan
ketargkasan dikenakan pajak 15% (31ima
belas persen) dari pembayaran;

5. Permainan Billyard dipungut Pajak 25%
(dua puluh 1ima persen) dari pembayaran.

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal &

{1) Pajak vyang terutang dipungut di wilayah
Daerah ;



(2)

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimanha
dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang Tlamanya

t (satu) bulan takwim,

(1)

(2}

(1}
(2)

(4)

(1)

(2)

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada
saat penyelenggaraan hiburan ;

Dalam hal pembayaran diterima Pengusaha Kena
Paijak sebelum hiburan diselenggarakan, pajak
terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
penerimaan pembayaran.

Pasal 9
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oieh Wajib Pajak atau
Kuasanya ;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah
selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak ; '

Bentuk, 1isi dan tata cara pengisian SPTPD
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

Berdasarkan SPTPD sebagimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1), Walikotamadya Kepala ©Dasrah
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD ;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu
pating Tama 30 {(tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.



Pasal 11

(1) Waiin Fajak yang membayar sendiri, SPTPD

(2)

(3)

(4)

{5)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
digunakan wuntuk menghitung, memperhitungkan
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang !

Dalam jangka waktu 5 (7ima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, wWalikotamadya Kepala Dasrah
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
C. SKPDN ;

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diterbitkan

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sehesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling tama 24 {(dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi sebesar 2% {(dua persen) sebulan
dihitung dari pajak vyang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
tama 24 {(dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat ferutangnva pajak ;

c. apabiia kewsjiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak vyang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan = sanksi
administrasi berupa Kkenaikan sebesar 25%
(dua puluh 1lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi adminitrasi berupa bunga
sebesar 2%(dua persen) dihitung dari pajak
vang Kkurang atau teriambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 {(dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saal terutangnya
pajak ;

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belum . terungkap vyang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) thuruf
c diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak ;



{(6)

(7)

(13

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

_a_

Apabila kewaiiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka wakiu yang
telah ditentukan, ditagih dangan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua persen)
sebulan ;

Penambahan jumiah pajak yang tervtang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dikenakan apabila waijib pajak malaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemsriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat 1ain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;

Apsbila pembayaran pajak dilakukan ditempat
lain yang ditunjuk, hasi) penerimaan pajak
harus disetor Ke Kas daarah seétambat-~lambatnys
1%24 }am stag dalam waktu yang djtentuken oleh
Walikotamadya Kepala Daerahk ;

Pembédyaran pajak sebagaimana diméRksud pada ayat
{3y dan ayat (2) dilakukan dengsn wmenggunikan
gurat setordan pajak dasbah (SSRD).

Pasal 13

Pambayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
tunas ;

walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur
pajak terutang -dalam kurun waktu tertentu,
sete]ah memenuhi persvaran yang ditentukan ;

Angsuran aembayaran:pajak-sebaga1mana ~dimaksud
pada ayvat {2) harus dilakukan secara terstur
dan  berturyt~turUt gengan dikendkan Yunga
sebosar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar ;

Watikoramddyd ¥Xapala Dagrah dapat memberikan
perdetuiudn kéaada Waiib Pajak untuk menunda
pembdyaran  pajek sampat batas waktu  yang
diteritukan seteVdh memenuhi pengyaratsn yang
ditientulsn derrgan  dikendkan punga 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurarg dibaysar ;

Pergyaratan untuk dapat mengarrgsur dah menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2y dan (4) ditetapkan oleh Walikotamadysa
Kepala Daerah.



Pasal 14

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan

{2) Bentuk, jenis, ist, ukuran tanda bukti
pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAR VII1I
TATA CARA PEMAGIHAN PAJAK

Pasal 1%

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
Tain yang sejenis sebagai awal t indakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempe pembavaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surai lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak vang terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada yat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
ridak d3iTunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan datam Surat - Teguran atau Surat
Peringatan atauy surat lain yang sejenis,
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
Surat Paksa ; '

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah
Tewat 21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang s3jendis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar @ tidak
ditunasi dalam jangka wakitu 2x24 jam sesudah
tanggal pembsritahuan 8urat Paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak
belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10
{sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan
permintaan pernetapan tanggal pelelangan kepatdas Kentor
Lelang Negara.
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Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan
hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang,
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajax.

Pasajl 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang
dipergunakan ‘untuk pelaksanakan penagihan pajak
daerah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

_ BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

(1) wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat
atas suatu

SKPD ;-
. SKPDKE ;
. SKPDKBT ;
SKPDLB ;
SKPDN ;

®Q0Ooe

(2) Permchonan keberatan sebagaimana dimaksud ‘pada
ayat (1} harus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, -SKPDKBT,
SKPOLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat:  dipenuhi
karena keadaan ‘diluar kekuasaanhnya

(3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat permchonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
sudah memberikan keputusan ;

{4) Apabila setelah lewat waktu 12 {dua belas)
bulan.  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejdbat tidak
memberikan  keputusan, permohonan - keberatan
dianggap dikabuikan ;

(5) Perigajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda Kewajiban membayar
pajak.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat merigajukan banding kepada
Badan Penyeélesaian Sengketa Pajak ‘dalam jangka
waktu 3 {tiga) bulan setelah diterimanya
Keputusan Keberatan ;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidaki menunda ‘kewajiban ‘membayar
pajak.
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Pasal 23

Apabila pengajuan Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan "bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan wuntuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan,

BAB X
PEMBEBASAN PAJAK DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

(1) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat
berwenang menetapkan pembebasan atau keringanan
pembayaran pajak ;

(2) Pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini
diberikan kepada

a. Semua penyelenggaraan hiburan Panti Pijat
Tuna Netra ;

b. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan
oleh pengusaha ekonomi lemah . yang
penyelenggaraannya dilakukan secara
barkeliling dengan menggunakan perdlatan
yang sederhana dan pembayaran yang diminta
dari penonton secara sukarela ;

c. Segala 4{enis hiburan yang diselenggarakan

oleh Pemeérintah  yahg -seluruh biaye
penyslenggaraannya dibebankan pada APBN/
APBD ;

d. Segala ‘jenis hiburan yang diselenggarakan
‘0oleh Pemerintah vang semata-mata bertujuan
untuk penerangan masyarakat.

Pasal 25

(1) Untuk pembinaan dan pengembangan Olah Raga,’
Kesenian Daerah dan Perfilman Nasional,
Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan
Keringanan berupa sumbangan sefinggi~tingginya
50% (1ima puluh persen) dari jumlah pajak
terutang ; :

(2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan
keringanan terhadap penyelenggaraan hiburan
yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang:
tidak bertujuan untuk mencari Keuntungan.
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BAB - X1
PENGEMBALTAN KELEBIHAN
- PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) wajib Pajak - dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak Kepada
Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat secara
tertulis - dengan “menyebutkan - sekurang-
kurangnya :

a.. Nama dan Alamat Wajiib Pajak ;

b. Masa Pajak ;

¢. Besarnya kelebihan pembayaran-pajak ;
d. Alasan yang jelas ;

(2) walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat - dalam
jangka waktu paling jama 12 (dua befas) bulan
sejak diterimanya  permchonan pengemba11an
kelebihah pembayatan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabilia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampaui Walikotamadya Kepala Daerah
atau pejabat yang tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak djarggap - dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan datam waktu paling lama 1 (satu)
bulan 3

(4) Apabila Wwajib Pajak mempuriyai utang pajak
lainnya kelebihan pembayaran: pa;ak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan
untdk melarasi terlebih dahulu utang patak
dimaksad

(5) Pengenbalian kelebihan pembayaran pajak
diltakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surgt Perintah Membayar Kelabihan Pajak
(SPMKR)

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
ditakukan setetah lewat waktu:2 (dua) bulaw
dejak diterbitkannya SKPDLBy;  Walfkotamadys
Kepata Daerah atau Pejabat memberikan imba’tan
bunga sebesar 2% (dua pDeFsén) #ebulén atas
keterlambatan pembayaran kelsbihan pajak.

‘Pasat 27
Apabila Relebihan  pembayaran pajak
diperhitungkan  dengan: ‘utang pajak Tainiya

sebagaimana dimaksud datam Pasal 26 ayat' (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.
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BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

{1) Penyelenggara hiburan berkewajiban :

(2)

(2)

a.

Memasang pengumuman ditempat pembayaran
tanda masuk vyang memuat daftar HTM untuk
setiap xelas

Menjual tanda masuk secara berurutan dimulaj
dari nomer urut kecit, kecuali tanda masuk
yang merupakan Tembaran lepas ;

Merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan
pada saat penonton atau pengunjung memasuki
tempat hiburan - sehingga tidak dapat
digunakan lagi ;

Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan
tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas)
hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;

. Membuat taporan tentang keadaan atau

penjuatan tanda masuk  kepada Dinas
Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Penyelenggara hiburan dilarang :

a.

Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual
dan menyebarkan tanda masuk yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud daldam pasdl 7 Peraturan Daérah inti;

. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton

atau pengunjung. selain dari tempat atau
kelas yang tercantum dalam tanda masuk ;

Perubahan tanda masuk yang telah disahkan
menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa
¥zin  Walikotamadya Kepala Daerah  atau
Pejabat yang ditunjuk ;

. Memberikan atau menjual tanda masuk yang

telah dipakai kepada  penonton atau
pengunjung ;

Memungut atau menerima pembayaran  tanda
masuk melebihi harga yang telah ditetapkan ;

Memberikan tanda masuk bebas tanpa {zin
wWalikotamadya Kepala Daerah 4tau Rejabat
yang ditunjuk.

Penyélenggara hiburan atau pengusaha hiburan
bertanggung jawab atas seluruh Kkegiatan yang
terjadi ditempat hiburan yang bersangkutan.
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BAB XJIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29
(1) Hak - untuk  melakukan penagihan pajak,

kedaluwarsa -setelah melampaui jangka waktu 5
(1ima) tahun terhitunhg sejak sdat terutangnya
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) wajib Pajak yang karena kealpaannya  tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar - atau tidak Tlengkap atau melampirkan
keterangan yandg tédak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidanza
kurungan selama-Tamanya 1 (satu) tahum dan atau
denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali ~jumlah
pajak vang terutang ; “

(2) wajib Pajak yang dengan sengajs tidak
menyampaikan SPTPD atau mengis{ dengan tidak
berar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2
(dua) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 4
(empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana $ebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 1¥hgkungan
Pemerintah Daerah diberi  wewenang  khusus
untuk  melakukan phyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini adalah :
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a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mehgumpulkan
keterangan mengsnai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
daeran tersebut ;

c. Meminta Ketsrangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku~-buku, catatan-catatan dan
dokumen~dokumen lain berkenaan dengan tindak.
pidana di bidang perpajakan daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen Tain, serta me lakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan dasrah :

g. Menyuruh Berhenti, melarang ‘seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriiksaan sedang bertangsung dan memerikss
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e pasa&l ini|

h. Memotret sdssorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sébagai tersandka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana d¥
bidang perpajakan Daerah menurut hukum vyang
dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampatkan hasil penyidikannya Kkepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198%
tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
FPasal 383
Hat=hal yang belum cukup  difatur dalam
Peraturan Daarah ind’, separjang mengerai
pelaksanaannya diatur Tebih Tanjut oleh

Walikotamadyva Kepala Daerah.
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Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah ¥Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas
Pertunjukan dan Keramaian Umum didalam Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava yang telsh .diubah
pertama kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun
1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku tagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya datlam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd. ttd.
H. HARJOSO SUPENO H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KOL. CHB. NRP.22021

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-
100 Tanggal 10 Pebruari 1989.

Direktorat Jenderal

Pemerirtahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. KAUS AR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I1I
Surabaya Seri A Tahun 1999 tanggal 15 Pebruari 1989 Nomor 2/A.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
‘ TINGKAT IT SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ub.
Pth. Asisten Tata Praja

t5d.

Dr F HERU -DJATMIK
Penata Tk.T
NIP. 510 037 Z59
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Salinan sesuai dengan aslinya
_An. Sekretaris Kotamadya Daerah
s Tingkat II Surabayva

SN :
P1t. Ka. Bagiap Hukum

:";v :/-\;’/
KOPRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk. I
Nif. 510 036 885




PENJELASAN
| ATAS |
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 1988

TENTANG
PAJAK HIBURAN

1. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai penggant i
Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19
Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum
didalam Kotamadya Daerah Tingkat I1I Surabaya yang telah diubah
pertama kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava Nomor 9 Tshun 1993.

Penggant ian Peratuiran Daerah  tersebut dilakukan
sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sekaligus nama:
jenis pajak Atas Pertunjukan dan keramaian Umum diubah menjadi
Pajak Hiburan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah yang sangat diperiukan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan .dan pelaksanaan
pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabavya.

1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : GUkup jelas.
Pasal 5 ayat (1) huruf a 1 Perbedaan tarif Pajak

Hiburan Film disesuaikan
dengan penggolongan/klase-

men Bioskap y&ang
bersangkutan.
huruf b r ~ wataupun  tarif Pajak.

berbagai jenis  hiburan
telah ditetapkan tergen=~
diri, namun apabila
diselenggarakan di Hotel,
‘Rumah makan, 8ar dan.
sejenisnya tarif pajaknya
berlaku ketentuan ini.

-~ Yang dimaksud sejenisnya
antara 1ain adalah Pub

dan Cafe.
huruf ¢ sampai
dengan huruf e T Cukup jelas.
huruf f : Yang dimaksud . sejenisnya

antara- lain adalah ice
skat ing, bowling dan golf.

huruf g : Yang dimaksud dengan
- Hiburan lairinya adalah
hiburan  selain  tersebut
datam Pasal & sepanjang
termasuk dalam  pengertian
hiburan: sebagaimana
dimaksud daldm Pasal
huruf he
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huruf h dan 1 : Cukup jelas.

Pasal G sampai dengan Pasal 33 : cukup jelas.

LER S8



